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   MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto:  

“Betapapun kau tinggi ada kalanya kau membumi,, jangan pernah 

menggoreskan luka di hati siapapun,, karena itulah yang akan memjadi 

musabab kehancuranmu” 

    -Muhibbin Bil Faqih- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 

Generasi penerus bangsa yang terdiri dari para remaja atau pelajar 

diproyeksikan akan mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan 

maju. Generasi muda mempengaruhi atau mengambil kegiatan positif sebagai 

agen perubahan sehingga keterampilan dan minat mereka dapat diarahkan 

pada profesi yang ingin mereka geluti. Remaja akan dapat terus bekerja di 

tempat-tempat di mana hal itu diperlukan karena ini adalah waktu yang paling 

produktif. Anak-anak remaja mungkin terinspirasi untuk terus menggunakan 

bakat mereka dalam bidang konstruktif oleh guru dan orang tua yang bekerja 

sama dalam hal ini.1 

Keberlanjutan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi generasi muda, 

terhambat oleh beberapa hal. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa sistem 

pendidikan Indonesia masih belum efektif dalam mengelola program satuan 

pendidikan. Banyak siswa juga terpengaruh oleh hal ini, dan rasa frustrasi 

mereka disalurkan melalui perilaku yang tidak pantas. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas 

Indonesia (UI), 1,5% pemuda Indonesia, atau 3,2 juta orang, yang merupakan 

30% dari keseluruhan populasi negara, menggunakan narkoba 

(http://ntb.bkkbn.go.id). Angka ini berbahaya bagi pendidikan Indonesia 

 
1
  Angkasawati , Peranan satuan polisi pamong praja dalam pembinaan kenakalan 

remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung , (Tulungagung, 2020) , hlm.90. 

 

 

 

1 

http://ntb.bkkbn.go.id/
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karena akan mendorong perilaku berbahaya pada remaja seperti membolos, 

merokok, menggunakan narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendidikan orang tua di rumah belum dimanfaatkan 

secara maksimal dan sekolah tidak mampu mendidik anak didik. Selain itu, 

selama masa transisi ini, lingkungan yang sangat mempengaruhi siswa 

memiliki pengaruh yang sangat kuat. Karena jadwal mereka yang padat atau 

kepercayaan yang berlebihan pada anak atau siswa mereka, orang tua juga 

tidak memberikan pengawasan, bantuan, atau perhatian yang cukup. Karena 

orang tua gagal mengawasi anak atau siswa mereka secara memadai, anak-

anak ini terlibat dalam kegiatan kriminal dan perilaku tidak bermoral.2 

Untuk memerangi kenakalan siswa dan memastikan operasi pemerintah 

berjalan dengan lancar, pemerintah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja 

yang misinya mendukung para pemimpin daerah dalam menjaga 

ketenteraman, dukungan, dan ketertiban. Salah satu organisasi pemerintah 

yang sering berkomunikasi dengan sekolah adalah Satpol PP. Ini dilakukan 

untuk melacak setiap aktivitas siswa di luar kelas, termasuk hal-hal seperti 

pembinaan bagi mereka yang melakukan perilaku negatif atau menyimpang. 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Selatan 

merupakan komponen pendukung misi Pemerintah Kota (Pemkot) 

Palembang untuk memastikan dan melaksanakan kebijakan Kota Palembang 

yang berspesialisasi dalam bidang ketentraman dan kemaslahatan umum. 

 
2
  Angkasawati , Peranan satuan polisi pamong praja dalam pembinaan kenakalan 

remaja/pelajar di Kabupaten Tulungagung , (Tulungagung, 2020) , hlm.91 



14 

  

Adapun tugas dari Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan yaitu melaksanakan 

operasi, pengendalian dan kerja sarna dalam rangka menciptakan ketertiban 

umuro dan ketenterarnan masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti didapatkan hasil data pada   tahun 

2021-2022 tentang data oknum pelanggar ketertiban dan ketentraman 

khususnya remaja, dapat dilihat pada tabel berikut:3 

Tabel 1.1 

 

Data Oknum Pelanggar Ketertiban, Ketentraman 

 

No. Tahun Jumlah Pelanggar 

1. 2021 27 Orang 

2. 2022 26 Orang 

Sumber : Daftar Pelanggar Perda & Pergub Tahun 2021 – Tahun 2022 

 
Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui terdapat 27 oknum pada tahun 2021 

dan pada tahun 2022 berjumlah 26 oknum yang masih tergolong usia remaja 

yang melakukan tindakan pelanggaran ketertiban dan ketentraman. Hal ini 

menyebabkan kerisihan warga sekitar yang terganggu atas sikap remaja-

remaja tersebut. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

merupakan salah satu contoh reformasi otonomi daerah yang dilaksanakan 

 
3 Daftar Pelanggar Perda & Pergub Tahun 2021 – Tahun 2022 
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dalam rangka pembentukan daerah dan peningkatan kesejahteraan penduduk. 

Hal ini diperjelas dalam Prinsip Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah harus selalu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat 

berkembang di daerah.4 

Bertalian dengan peraturan daerah di dalam konsideren Peraturan 

Daerah Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 pada butir b menyatakan: 

"Bahwa pergaulan hidup masyarakat yang mengarah dan mengandung 

muatan maksiat yang sangat meresahkan, menggangu ketertiban, dan 

merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat di Propinsi Sumatera 

Selatan, perlu diberantas". 

 

Kalimat yang menyatakan mengandung muatan maksiat, hal ini 

berkaitan dengan maraknya perbuatan yang mengarah ke maksiat yang sangat 

merajalela dan meresahkan masyarakat sehingga pada Tahun 2002 dibuatlah 

Peraturan Daerah Nomor 13 tentang pemberantasan maksiat dengan harapan 

menjadi suatu formula untuk memberantas perbuatan maksiat. Tidak ada 

satupun agama yang memperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan 

maksiat yang dianggap buruk termasuklah perbuatan kejahatan. Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana membagi tindak pidana menjadi dua yaitu 

tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran 5. 

 
4
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 

Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2004, No 4437. 
5 Neisa. Liana. Nashriana. 2019. Upaya Kepolisian Resor Kota Palembang Dalam 

Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Yang Ditimbulkan Akibat Minuman Beralkohol. 

Repository.unsri.ac.id. 
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Bertitik tolak dari hal tersebut segala sesuatu yang berbau maksiat 

diharapkan dapat ditekan atau diberantas. Berkaitan dengan pembentukan 

Peraturan daerah tersebut, pengertian Peraturan Daerah (perda) adalah salah 

satu bentuk peraturan pelaksana Undang-undang. Kewenangannya mengatur 

yang bersumber dari dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk 

Undang-undang.6 

Banyaknya fenomena masih menyertai penerapan Perda tersebut. 

Fenomena dimaksud antara lain materi muatan Perda yang tidak dapat 

dilaksanakan karena tidak sinkron dengan peraturan lainnya dan belum 

ditetapkan peraturan pelaksanaannya, rendahnya komitmen dan kapabilitas 

aparatur pelaksana, terbatasnya jaminan pembiayaan dan fasilitas yang ada. 

realitas yang ada penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang 

Pemberantasan Maksiat di masyarakat setelah lebih dari satu dekade berlaku 

di Sumatera Selatan, sebagai contoh di Kota Palembang kegiatan maksiat 

justru semakin meningkat. 

Berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, ada salah satu 

peraturan daerah di Sumatera Selatan yang menjadi perhatian khusus dan 

termasuk yang dipermasalahkan yaitu Perda Sumatera Selatan Nomor 13 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat, sebab di dalam Perda Sumatera 

Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat dinyatakan 

bahwasannya Di Propinsi Sumatera Selatan perlu ditiadakan ormas-ormas 

 
6
 Jimly Asshiddiqie, “Perihal Undang-Undang”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), hlm. 190. 
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yang mempromosikan dan memuat materi-materi yang sangat memuakkan, 

mengganggu kenyamanan, dan merusak hajat hidup orang banyak.7 

Perbuatan maksiat yang termaktub dengan segala perbuatan yang dapat 

merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, hal-hal yang tergolong dalam 

perbuatan tersebut adalah  prostitusi, zina, homoseksual, lesbian, sodomi, 

perkosaan, pelecehan seksual porno , pornografi,. Judi, minum minuman 

keras, penyalahgunaan napza. 

Satuan Polisi Pamong Praja akan mengambil keputusan berdasarkan 

Peraturan Presiden ini tentang tanggung jawab dan fungsi yang berkaitan 

dengan pengemudi umum, ketenteraman lingkungan, dan perlindungan 

masyarakat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan ke depan anggota 

Satpol PP dan Linmas akan mirip satu sama lain, dan peran Satpol PP di 

daerah akan semakin berkembang, bahkan sampai ke tingkat desa. Agar 

pemantauan kegiatan gangguan trantibum di seluruh kabupaten menjadi lebih 

tertata dan terkoordinasi dengan baik, Satpol PP harus ada dan mampu 

menjangkau seluruh wilayah kabupaten8. 

Satpol PP menangani pelanggaran perilaku mahasiswa yang dilarang 

yang tidak terkait dengan tindak pidana, tetapi jika misalnya diterima dalam 

tawuran yang mengakibatkan korban meninggal atau luka-luka akibat 

penganiayaan, maka POLRI yang bertanggung jawab. Belum merupakan 

tindak pidana, sehingga pelanggaran tersebut merupakan gangguan 

 
7
 Sumatera Selatan, Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat 

Provinsi Sumatera Selatan. 
8
 Sumatera Selatan, Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat 

Provinsi Sumatera Selatan 
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ketentraman dan beban masyarakat yang menjadi domain dan kewenangan 

Satpol PP sebagai penegak hukum setempat. Namun, jika hanya sebatas 

potensi mengganggu ketentraman dan konten terkait konten dengan 

mencoret-coret, membolos sekolah dengan bermain Playstation/Videogame 

di warnet, maka belum termasuk tindak pidana. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, diperlukan kajian untuk 

mengetahui fungsi Satpol PP dalam memajukan pendidikan anak di Provinsi 

Sumatera Selatan guna mengetahui dampaknya terhadap anak-anak tersebut. 

Siswa kemudian dapat terlibat dalam perilaku yang lebih tepat dan melakukan 

hal-hal yang lebih baik sebagai hasilnya. Oleh karena itu peneliti tertarik 

mengambil judul “Upaya Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2002 Tentang Pemberantasan Maksiat”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka permasalahan yang akan peneliti kaji adalah: 

1. Bagaimana upaya pemberantasan perbuatan maksiat yang 

dilakukan remaja oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai 

Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 

13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota 

Palembang? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja 

dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 
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Tentang Pemberantasan Maksiat Di Kota Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh 

peneliti sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Satuan Polisi Pamong 

Praja Sebagai Penegak Hukum Dalam Menerapkan Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat 

di Kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi 

satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Maksiat di Kota 

Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat Penelitian ini secara umum sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 

Guna meningkatkan keselamatan masyarakat, diharapkan temuan 

penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran praktis kepada Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palembang. 

2. Manfaat Praktis 

 

Temuan penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai sumber 

informasi untuk penelitian, analisis, dan pengembangan konsep teori dan 
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keilmuan selanjutnya yang relevan dengan kajian program Fakultas Ilmu 

Hukum. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Pembatasan yang ditempatkan pada komposisi tesis ini memberikan 

gambaran umum dan penjelasan tentang kerangka penelitian, serta membantu 

memfokuskan kajian dengan memperkecil ruang lingkup masalah dan bidang 

penelitian. Penelitian ini mengkaji upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

memberantas maksiat remaja di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, 

berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2022.  

 

F. Kerangka Teoritis 

 

Karena teori dan kegiatan pengumpulan, analisis, dan konstruksi saling 

bergantung, maka pengembangan teori merupakan konsekuensi dari 

pemikiran yang terutama bertujuan mengadakan dimensi kesimpulan, yang 

disertai dengan distorsi dan pemikiran teoretis dalam hal ini.9 

Membuat teori membantu untuk mendukung atau memberikan 

landasan teoritis untuk kesulitan yang dipelajari. Teori kebijakan kriminal 

dan teori kemanjuran hukum sangat tepat digunakan dalam menganalisis dan 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

1. Teori Pencegahan Kejahatan 

 

Mengembangkan teori memberikan dasar atau pembenaran 

 
9
 Khuzaifdah Dalmayanti, “Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran 

Hukum Di Indonesia”, (Semarang : Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 37. 
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untuk tujuan penyiksaan di masa lalu adalah untuk mencegah 

individu melakukan kejahatan karena tanggapan terhadap 

hukuman bagi mereka yang melakukannya sangat berat.10 Untuk 

saat ini upaya penurunan kriminalitas lebih difokuskan pada 

penyuluhan dan menciptakan efek jera agar pelaku menjadi sadar 

akan kejahatan yang dilakukannya. 

Upaya pengamanan masyarakat (social defence) dan 

mewujudkan kesejahteraan sosial pada dasarnya sejalan dengan 

kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan. Keselamatan, 

rasa aman, dan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan sebagai 

tujuan akhir dari upaya pemberantasan kejahatan. Pemberantasan 

kejahatan mencakup tindakan untuk menghentikan terjadinya 

kejahatan sejak awal serta tindakan untuk menghukum pelaku 

yang dinyatakan bersalah dan diberikan penjara atau bentuk lain 

dari lembaga pemasyarakatan.11 

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi 

Arief upaya pencegahan kejahatan dapat ditempuh dengan:12 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application); 

 

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); 

 

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan 

 
10

 Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, “Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya”, 

(Jakarta : Bina Aksara, 2017), hlm. 23. 
11

 Soedjono Dirdjosisworo, “Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)”, (Medan 

: Armico, 2016), hlm. 4. 
12

 Arief dan Barda Nawawi, “Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, (Semarang 

: Pustaka Magister, 2016), hlm. 45.  
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dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of 

society on crime and punishment/mass media) 

 

2. Teori Penegakan Hukum 

 

Istilah "penegakan hukum" juga dapat merujuk pada proses 

dimana hukum dilaksanakan oleh mereka yang berwenang untuk 

melakukannya, termasuk anggota sistem hukum, serta oleh siapa 

saja yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Investigasi, 

penahanan, penghukuman dan peradilan pidana merupakan 

komponen penting dari sistem peradilan pidana, yang berpuncak 

pada koreksi terpidana.13 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu 

proses penyatuan nilai-nilai yang dinyatakan dalam prinsip-

prinsip dan sikap-sikap yang teguh ke dalam keselarasan melalui 

beberapa tahap akhir penerjemahan nilai. untuk membangun, 

mempertahankan, dan memperluas penjara sosial.14 

G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk 

mengumpulkan data yang dapat dipercaya dengan tujuan menemukan, 

memajukan, dan membuktikan tubuh pengetahuan tertentu. Itu juga 

dapat digunakan untuk memahami, mengatasi, dan meramalkan 

 
13

 Harun, M. Husen, “Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2014), hlm. 58. 
14

 Soekanto, Soerjono, “Faktor-Faktor Memperngaruhi Penegakan Hukum”, (Jakarta : UI 

Pres, 2015), hlm. 35. 
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masalah. Berikut adalah pendekatan penelitian : 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian empiris ini mengkaji perilaku sosial 

melalui penggunaan studi kasus hukum empiris.15 Hukum 

empiris juga dapat dilihat sebagai teknik penelitian berbasis 

masyarakat yang digunakan untuk menetapkan fakta tentang 

masalah yang sedang diselidiki. Mengingat Perda Nomor 13 

Tahun 2022 menyerukan penghapusan maksiat, maka penelitian 

ini termasuk dalam kategori penelitian empiris. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

  

a. Pendekatan Sosiologis   

 

Pendekataan ini menggunakan data yang lengkap dan 

obyektif, maka dilakukan penelitian lapangan (field research) 

yaitu dengan langsung meneliti di lokasi penelitian yaitu Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, terkait 

pemberantasan maksiat berdasarkan Peraturan Daerah Proponsi 

Suamtera Selatan Nomor 13 tahun 200216.  

b. Pendekatan Perundang-undangan 

 

Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan 

yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi 

yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Histori 

 
15

 Waluyo, Bambang, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 

hlm. 15. 
16

 Nata, Abudin, “Sosiologi Pendidikan Islam”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 16. 
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adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu 

permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari 

serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di 

masyarakat.17 

Gaya penelitian deskriptif digunakan penulis dalam upaya 

menyajikan informasi seakurat mungkin tentang orang, serta 

informasi tentang gejala lainnya. Diharapkan penulis dapat 

menjelaskan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2002 

tentang Pemberantasan Maksiat dari hasil temuan penelitian yang 

akan dihimpun nantinya. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Fakta dari sumber data digunakan untuk merangkai 

pengetahuan, sudut pandang, dan bahan penelitian. Atau dapat 

dilihat sebagai topik dari data yang dikumpulkan. Sumber data 

primer untuk penelitian ini adalah salah satu yang digunakan. 

Sugiyono mengaku peneliti mendapatkan data secara langsung. 

Artinya, wawancara informan di lokasi penelitian digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian secara langsung dari 

sumber yang relevan.18 Selain itu, informasi sekunder berupa 

 
17

 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2013), hlm. 93. 
18

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung : Alfabeta 

CV, 2017), hlm. 193. 
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dokumen hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier digunakan untuk membantu penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dengan menggunakan pendekatan pengumpulan data, 

Anda dapat mengumpulkan informasi dari studi lapangan. Untuk 

mengumpulkan data lapangan untuk penelitian ini, penulis 

menggunakan strategi berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Percakapan yang memiliki agenda disebut wawancara. 

Wawancara dua individu, pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan pewawancara yang melakukan wawancara, 

menjawabnya. Penulis menggunakan wawancara untuk 

mengevaluasi kondisi kesehatan setiap subjek.19 

b. Teknik Penelitian Kepustakaan 

Teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang 

dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan 

mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai 

dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan 

dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.20 

c. Teknik Studi Dokumenter 

Teknik Studi Dokumenter adalah metode pengumpulan 

 
19

 Moleong, Lexy J, “Metodelogi Penelitian Kualitatif”, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016), hlm. 46. 
20

  Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 2015, hlm.78 
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data yang melibatkan melihat dokumen-dokumen milik 

pemerintah dan berkaitan erat dengan masalah yang 

diselidiki, seperti dari Pemerintah Kota Palembang, Kantor 

Sekretariat Satpol PP Kota Palembang, Camat, Kelurahan , 

dan dokumen lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, surat 

kabar, majalah, dan jurnal sastra. 

5. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi didefinisikan sebagai wilayah atau populasi di 

mana fitur dan atribut tertentu ditentukan oleh peneliti 

untuk diselidiki dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian berupa organisasi, masyarakat. 

b. Sampel 

Sebagian dari kekayaan populasi diwakili oleh sampel. 

Pengukuran sampel ini merupakan suatu langkah untuk 

melaksanakan penelitian di suatu objek Pengambilan 

sampel ini dilakukan dengan menggunakan Purposive 

Sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.21 Saat membeli 

sampel, peneliti mempertimbangkan faktor-faktor berikut : 

1. Anggota atau Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

 
21

 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, (Bandung : Alfabeta 

CV, 2017), hlm. 85. 
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Provinsi Sumatera Selatan 

2. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penghapusan 

Kekerasan. 

3. Ikut serta dalam kampanye penghancuran moral di 

Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. 

Hanya tiga pejabat struktural Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan 

sampel kepada peneliti : 

1. 1 (satu) orang Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Sumsel 

2. 2 (dua) orang anggota/staf Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Sumsel. 

6. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan langkah penting dalam 

menentukan penulisan ini. Data diolah oleh penulis, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan pada kesimpulan penelitian. Analisis 

deskriptif kualitatif terhadap data yang akan dilakukan yaitu data 

perbuatan asusila yang dilakukan oleh para pemuda di kota 

Palembang. 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Hasil uji hukum penelitian ini diambil dari solusi atas 

permasalahan yang diangkatnya. Fakta-fakta hasil observasi 
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dikumpulkan, ditelaah, dan diolah temuan ini menggunakan 

metodologi induktif, dimana pendekatan ini didasarkan isu-isu 

spesifik yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.
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